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ABSTRAK

Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga
menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan
pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk
mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang
(APU) melalui penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko
bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang
(APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung dan pengaruh dari penerapan Customer Due
Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas
kegiatan pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
yang didukung data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan
Pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil dari penelitian’ ini adalah penerapan
Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di
sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) serta penerapan Customer Due Ddhgence (CDD) juga
memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucnan uang di sektor
perbankan melalui manajemen risiko.

Kata kunci: Customer Due Dilligence, Pencucian Uang, Manajemen Risiko,
Bank.

Palembang, 2023
Mengesahkan,
Pembimbing Utar? Pembimbing Pembantu,

NIP. 197307281998021001 TP, 199 3272019031008
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

/

NIP. 197307281998021001
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan peradaban teknologi saat ini telah memberi kemudahan dalam
berbagai bidang dan mengurangi beberapa kendala seperti jarak dan waktu.
Melalui adanya kemajuan teknologi ini, kendala seperti jarak dan waktu tidak
lagi menjadi masalah bagi sektor perekonomian termasuk Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) dalam hal ini adalah perbankan. Perbankan adalah salah satu
industri jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam
kehidupan modern ini. Berbagai macam fasilitas ditawarkan oleh pihak
perbankan antara lain kegiatan penghimpunan dana (tabungan, deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan giro), penyaluran dana (kredit), kiriman
uang, safe deposit box, dan fasilitas lainnya.!

Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau
bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah,
tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan
risiko munculnya kegiatan ilegal seperti kegiatan pencucian uang.? Terjadinya
kegiatan ilegal seperti pencucian uang di sektor perbankan sebenarnya juga
dilatarbelakangi oleh adanya fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank.
Fungsi intermediasi merupakan fungsi utama dari perbankan dimana bank
berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.® Adanya fungsi intermediasi tersebut tentu memberi
pengaruh besar terhadap kegiatan pencucian uang karena melalui fungsi

intermediasi ini berakibat kepada besarnya jumlah dana yang dikelola dan

! Leslyn Kho dan Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan Customer Due Dilligence
Pada Nasabah BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam. UNES Law Review, Volume 4
Nomor 4, hlm. 421.

2 Eko Prakoso Johannes. (2019). Customer Due Dilligence dalam Mencegah Tindak
Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. Jurnal Law Review, Volume XIX Nomor 1,
hlm. 78.

3 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. (2017). Hukum Perbankan. Jakarta:
Kencana, him. 8.



perputaran uang yang signifikan dalam sistem perbankan sehingga
kegiatan pencucian uang dapat dengan mudah untuk dilakukan.*

Untuk mencegah kegiatan pencucian uang di sektor perbankan maka
pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang
mengawasi lembaga keuangan seperti bank telah menyusun Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa
Keuangan. Mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
tersebut bahwa telah jelas mengatur tentang kewajiban penerapan program
Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan.

Pada program Anti Pencucian Uang (APU) ini mewajibkan bank untuk
mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian
uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa,
transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels) sebagaimana telah
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, kewajiban
bank tersebut telah diatur pula penerapannya pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut yang dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan penilaian risiko;

2. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum
menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi
risiko yang memadai untuk diterapkan;

3. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan

4. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi

penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

4 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 137.



Penilaian risiko yang dimaksud tersebut adalah penilaian risiko di
Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang secara nasional (National
Risk Assessment) dan secara sektoral (Sectoral Risk Assessment) sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu, sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut
ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang
(APU) yang bertujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko dari adanya
kegiatan pencucian uang.

Program Anti Pencucian Uang (APU) harus diterapkan oleh Penyedia
Jasa Keuangan (PJK) yang dalam hal ini bank untuk menghadapi suatu
kondisi yang tidak dapat diperkirakan kedepannya sehingga mengharuskan
untuk dilakukannya Uji Tuntas Nasabah atau Customer Due Dilligence
(CDD). Mengacu kepada Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa
Customer Due Dilligence (CDD) merupakan aktivitas kewaspadaan yang
dilakukan oleh perbankan meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan
dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang dilakukan telah sesuai
dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari calon pengguna jasa.’

Customer Due Dilligence (CDD) juga merupakan suatu langkah dari
penerapan prinsip perbankan berupa prinsip mengenal nasabah (know your
customer principle) dan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian dapat
berperan dalam rangka untuk mengindetifikasi, membatasi, dan
mengendalikan risiko bank serta menjaga reputasi dan integritas bank dalam

sistem perbankan. Melalui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan prinsip

5> Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT. (2023). Penerapan Program
Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Materi Pendidikan
Klasikal Magang Karya BSB, hlm. 8.



kehati-hatian merupakan suatu langkah nyata perbankan dari suatu bentuk
kewasapadaan.® Menurut Financial Action Task Force (FATF), prinsip
mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian akan bermanfaat untuk
mengantisipasi nasabah yang mencurigakan dengan harus mencantumkan
nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan beserta nomor
rekening yang akan dicantumkan dalam pesan yang selanjutnya akan
dikirimkan untuk transfer dana secara internasional. Prinsip mengenal
nasabah dan prinsip kehati-hatian juga membuat bank agar tidak mudah
untuk dimanfaatkan dalam transaksi yang bersifat kompleks, tidak lazim, dan
dalam jumlah relatif besar serta semua transaksi yang mungkin tidak memilik
tujuan ekonomi yang jelas dan sah, melainkan hanya bermotivasi kepada
keuntungan dan pembenaran seperti pencucian uang.’

Untuk menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) tentu
terdapat parameter atau tolak ukur yang harus dipenuhi agar Customer Due
Dilligence (CDD) ini dapat terlaksana dengan efektif dalam melindungi
lembaga perbankan di Indonesia menjadi sarana aktivitas pencucian uang.
Terdapat 3 (tiga) poin penting tolak ukur dalam menerapkan prosedur
Customer Due Dilligence (CDD) antara lain:®

a. Profil Nasabah
Profil nasabah dapat dinilai berdasarkan identitas, pekerjaan atau
bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.
b. Karakteristik Nasabah
Karakteristik nasabah dapat dinilai dari ciri-ciri khusus yang ada
pada nasabah meliputi lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha.
c. Pola Transaksi Nasabah
Pola transaksi nasabah dapat diteliti dari kelaziman transaksi
yang dilakukan oleh nasabah meliputi jumlah, frekuensi, mata uang,

instrument yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

¢ Muhamad Djumaha. (2016). Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, him. 228.

7 N.H.T Siahaan. (2015). Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Jakarta: CV
Muliasari, hlm. 76-77.

§ Marlina Kalangkahan. (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi
Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex Privatum, Volume 7 Nomor
2, hlm. 168.



Pelayanan nasabah dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD)
dalam program Anti Pencucian Uang (APU) merupakan tindakan preventif
untuk menciptakan kepatuhan bank sesuai dengan ketentuan dari undang-
undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan bank ini diatur secara
khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut
bahwa menciptakan kepatuhan bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank;

2.  Untuk memastikan agar prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
bank telah sesuai ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK); dan

3. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh
bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu bentuk nyata komitmen bank terhadap penerapan Customer
Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU)
sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) maka PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) telah memiliki Divisi
Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pedanaan Terorisme (APU PPT) yang berada di bawah pengawasan Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi ini terdiri dari 3 (tiga) unit kerja,
yaitu Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Tata Kelola Kebijakan, dan Unit
Kerja Pengembangan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pedanaan Terorisme (APU PPT). Unit kerja yang relevan untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut adalah Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT).’

Unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme
(APU PPT) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung merupakan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bank

° Rangga Akbar, Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU PPT), Wawancara bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tanggal 15 Juni 2023.



melalui Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian
Uang dan menjalankan fungsi pengawasan terkait implementasi program Anti
Pencucian Uang terhadap 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang, 48 (empat
puluh delapan) Cabang Pembantu, dan 106 (seratus enam) Kantor Kas.!?

Alur dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) yang dilakukan
oleh unit kerja tersebut dimulai dari pelayanan nasabah yang dilakukan oleh
customer service dan teller disetiap kantor cabang. Apabila ditemukan
transaksi yang mencurigakan maka kantor cabang akan melaporkan kepada
kantor pusat. Selanjutnya, kantor pusat akan melakukan pengawasan lebih
mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur Enhanced Due
Dilligence (EDD) dan melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).!!

Seperti yang diketahui bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
mempunyai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi merupakan fungsi untuk
menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana dalam bentuk
kredit. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka PT Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) harus mampu memiliki strategi untuk memitigasi adanya
risiko-risiko bank yang akan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka
penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk
skripsi yang berjudul “Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam
Program Anti Pencucian Uang Terhadap Pelayanan Nasabah di PT Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung”.

2023.

10 Bank Sumsel Babel. https://www.banksumselbabel.com. Diakses tanggal 15 Juni

! Rangga Akbar. Loc.cit.



B. Rumusan Masalah

D.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang

menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program
Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ?

Bagaimana pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas
kegiatan pencucian uang melalui Customer Due Dilligence (CDD) di PT

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan yang sesuai dan ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini sebagai

berikut:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Customer Due Dilligence
(CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan
nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung.

Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan nasabah dalam
memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang melalui Customer
Due Dilligence (CDD) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian

yang diharapkan dari adanya pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dengan
memberikan dedikasi pemikiran baru untuk perkembangan ilmu Hukum
Perdata pada umumnya dan secara khusus mengenai penerapan

Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang



terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Selatan dan Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada
pihak-pihak yang berperan penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan
berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum dan melalui
penelitian ini penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum
serta memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur
bagi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung sebagai lembaga perbankan dalam memitigasi risiko bank
atas kegiatan pencucian uang dengan meningkatkan pengawasan
pada penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan
nasabah.

c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran
dalam menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) supaya
pemerintah melalui lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dapat menyempurnakan peraturan hukum tentang
pelaksanaan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti
Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan.

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat
khususnya kepada para nasabah atau calon nasabah yang melakukan
transaksi di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Supaya penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan
bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis

melihat perlu untuk dilakukannya batasan ruang lingkup penulisan dalam



penelitian ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini hanya terbatas pada
penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian
Uang dan pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan
pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung.

F. Kerangka Teori
1. Teori Peranan
Teori peranan yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo menguraikan
bahwa secara umum peranan dan peranan pemerintah merupakan aspek
pendorong pembangunan dengan sebuah kepemimpinan dan pengaturan
oleh negara atau dengan memberi kebebasan kepada sektor swasta
dimana pemerintah berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial
ekonomi masyarakat.'> Menurut Soerjono Soekanto, peranan diartikan
sebagai seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai
kedudukannya dengan menunjuk suatu fungsi, penyesuaian diri, dan
proses.'?
Cakupan tentang peranan juga diuraikan oleh Levinson bahwa
peranan itu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:'4
1. Peranan adalah serangkaian peraturan yang membina seseorang
dalam hidup bermasyarkat;
2. Peranan adalah suatu konsep untuk individu dalam bermasyarakat
pada suatu organisasi; dan
3. Peranan sebagai perilaku individu terhadap struktur sosial
masyarakat.
Pemikiran lainnya juga disampaikan oleh Awaloedin Djamin yang
menguraikan bahwa peranan dalam sebuah pemerintahan dapat

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:!>

12 Andry Yeremia, et.al. (2022). Peranan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak
Terlantar di Kabupaten Karawang. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, him. 4060.

13 Ibid., hlm. 4061.

14 Ibid., hlm. 4062.

15 Ibid.
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1. Peranan berfungsi sebagai pengaturan dalam menentukan
kebijaksanaan, pengarahan, perizinan, dan pengawasan;

2. Peranan dapat dilakukan sendiri atau swasta dalam usaha ekonomi
dan sosial; dan

3. Peranan sebagai pelaksana dalam kegiatan ekonomi atau sosial.

Maka dari itu, teori peranan ini apabila dikaitkan dengan penulisan
skripsi ini dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan seperti PT
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
dalam menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) untuk mencegah

adanya kegiatan pencucian uang di sektor perbankan.

2. Teori Efektivitas Hukum
Teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto
menjelaskan bahwa efektif merupakan tolak ukur bagi suatu kelompok
dalam memperoleh tujuannya. Oleh karena itu, hukum bisa disebut
efektif kalau pengaruh dari hukum tersebut positif sehingga tujuan
hukum dapat tercapai dalam mengalihkan perilaku manusia menjadi
perilaku hukum.!'® Suatu hukum dapat berjalan secara efektif ketika
masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang ada
sehingga efektivitas hukum tersebut bisa dikatakan telah tercapai.
Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektifnya suatu
penerapan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor sebagai
berikut:!”
1. Faktor hukum itu sendiri;
Faktor petugas atau penegak hukum;
Faktor sarana atau fasilitas;

Faktor masyarakat; dan

A T

Faktor kebudayaan.

16 Galih Orlando. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah
bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Volume 6 Nomor 1, hlm. 51.

17 Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony
Allot. Journal Rechts Vinding Online, hlm. 2091.
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Dari kelima faktor tersebut pastinya memiliki keterkaitan satu sama
lain karena makna sebenarnya dari bentuk penegakan hukum adalah
parameter bagi efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu, untuk
menentukan hukum tertulis tersebut dapat berjalan dengan baik atau
tidak tentunya berlandaskan kepada aturan hukum itu sendiri. Selain itu,
hubungan antara petugas atau penegak hukum dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik juga sangat diperlukan yang didukung
dengan ketersediaan fasilitas berupa sarana prasarna yang tepat demi
menegakkan hukum tersebut. Kemudian, motivasi dan sosialisai untuk
masyarkat meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam bertingkah laku
agar memahami dan melaksankan peraturan dengan baik sehingga
tercapai ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.'®

Maka dari itu, teori efektivitas hukum ini apabila dikaitkan dengan
penulisan skripsi ini dapat menjadi dasar bagi PT Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk mengetahui sejauh
mana penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam pelayanan
nasabah dapat memitigasi risiko bank terhadap kemungkinan adanya

kegiatan pencucian uang.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu
penelitian hukum yang memanfaatkan temuan-temuan fakta atau data
primer berdasarkan perilaku hukum manusia meliputi perilaku verbal
dan perilaku nyata. Temuan fakta berupa perilaku verbal bisa diperoleh
dari hasil wawancara dan perilaku nyata bisa diperoleh dari hasil

pengamatan langsung di lapangan.'® Penelitian hukum ini juga didukung

18 Lalu M. Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum:
Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. Jurnal USM Law Review, Volume
5 Nomor 1, hlm. 116.

19 David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi
dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,
Volume 8 Nomor 8, hlm. 2467.
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oleh data sekunder yaitu memanfaatkan bahan dari hasil data

kepustakaan.?”

2. Pendekatan Penelitian
Pada penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan
beberapa metode pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan = perundang-undangan = merupakan = metode
pendekatan yang memanfaatkan legilasi dan regulasi terkait.
Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menganalisis
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkenaan
dengan isu hukum sebagai pokok permasalahan dalam penelitian
ini.?! Pada penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa peraturan
terkait seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, dan Peraturan Internal berupa Pedoman
Perusahaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

dan Bangka Belitung.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan untuk
menelaah suatu kaidah hukum yang dapat diimplementasikan.
Pendekatan kasus juga dapat didukung dengan adanya contoh kasus
berdasarkan yang pernah terjadi di masyarakat.?? Pada penelitian ini,
Penulis menggunakan kasus berdasarkan yang terjadi dengan
adanya penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam
pelayanan nasabah untuk memitigasi risiko bank terhadap

kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang.

20 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7
Nomor 1, hlm. 28.

2l Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2014). Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, him. 157.

22 Dimas Assyakurrohim. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif.
Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Volume 3 Nomor 1, him. 4.



13

Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode pendekatan
yang meninjau secara alamiah dari proses hukum (law in process)
berdasarkan sudut pandang atau bantuan berupa fakta-fakta di
masyarakat.?* Pada penelitian ini, Penulis menggunakan sosiologi
hukum agar dapat menelaah fakta di masyarakat berupa penerapan
Customer Due Dilligence (CDD) dalam pelayanan nasabah untuk
memitigasi risiko bank terhadap kemungkinan adanya kegiatan

pencucian uang.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum ini diperlukan data untuk mengetahui dan

menganalis penerapan dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD)

dalam Program Anti Pencucian Uang terhadap pelayanan nasabah di PT

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan diskusi
selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Semester Antara
Tahun Ajaran 2022/2023. Wawancara dilakukan dengan berdiskusi
kepada responden untuk mendapat jawaban. Responden yang
diwawancarai adalah Saudara Rangga Akbar sebagai Staff’ Unit
Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU PPT) di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan pengetahuan

responden dan peraturan internal berupa pedoman perusahaan.

23 Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 326.
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b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung

seperti melalui dokumen-dokumen yang terdiri dari 3 (tiga) jenis

bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang

berkekuatan hukum mengikat dan berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, Penulis

menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

I.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5164).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5861).

. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017

Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6095).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 11/0OJK, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 36/0JK).
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5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi
Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana
Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi
Penyedia Jasa Keuangan.

6. Peraturan Internal (Pedoman Perusahaan) PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang
diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer** meliputi
buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian
yang berhubungan terhadap pokok permasalahan dalam

pembahasan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang
diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder? meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan
website perusahaan yang berhubungan dengan pokok

permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian
Penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan di Kantor Pusat
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
yang beralamat di Jalan Gubernur H. Akhmad Bastari No.7, Kelurahan

Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang.

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, him. 15.
2 Ibid.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk hasil pengumpulan data yang objektif sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya maka proses pengumpulan data
dilakukan dengan teknik berdasarkan data sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara dan
diskusi secara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam
memberi informasi tehadap pokok permasalahan pada penelitian ini.
Wawancara dan diskusi dilakukan dengan Saudara Rangga Akbar
sebagai Staff Unit Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat PT Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Studi Kepustakan
Pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan
mengkaji bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan,
buku, jurnal ilmiah, makalah, pedoman perusahaan, dan bahan-
bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok

permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh berdasarkan dari sumber hukum yang
dikumpulkan dan diklasifikasikan secara deskriptif, selanjutnya
dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif
merupakan teknik analisis untuk menjelaskan data melalui kalimat secara
efektif supaya mudah dalam menjelaskan dan memahami hasil dari

analisis penelitiannya.?¢

7. Metode Penarikan Kesimpulan
Analisis dari sumber bahan hukum yang digunakan kemudian

diwujudkan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan logika berfikir

26 Yoki Yusanto. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific
Communication (JSC), Volume 1 Nomor 1, hlm. 9.
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induktif, yaitu cara logika berpikir yang dilandasi oleh hal-hal yang
bersifat khusus selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang bersifat

umum sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.?’

YIbid.
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